BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POSO

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2021-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POSO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Poso
Tahun 2021-2026;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Menetapkan

6. Pcratum't? Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
t:!nta11g lata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(l%erita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

12);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi  dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso
Tahun 2012 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Poso Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Keluaran (outpufy adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebijakan.

3. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan

dalam satu program.
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10.

11,

12.

13.

(1)

(2)

(1)

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu
kegiatan.

Kinerja adalah Kkeluaran/hasil dari kegiatan /program
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang
terukur.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. .
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD merupakan unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Daerah adalah Kabupaten Poso.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Poso Tahun 2021-
2026.

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja
Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstrg Perangkat Daerah disusun dengan sistematika
sebagai berikut :

BABI  : Pendahuluan;

BABIl : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
BABIIl :Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat

Daerah;
it

BABIV :Tujuan dan Sasaran
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BABV : Strategi dan Arah Kebjakan;
:Rencana  Program dan  Kegiatan  serta
BAB VII ;fimd%n%an;

: Kinerja i :

BAB VIII . Penu?up enyelenggaraan Bidang Urusan; dan

(2) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati Poso
ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum
dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2016-2021 dapat
berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang
berlaku pada tahun berkenaan.

(2) Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang
tercantum dalam Renstra PD Tahun 2016-2021 dapat

berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang

berlaku pada tahun berkenaan.

(3) Kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja
dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran
merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan
disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi
dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2% S(’«\y‘tuT\wr a4,

4 BuPATI POSO,

[ VERNA GMTNKIRIWANG |
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